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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PER/M.KOMINFO/12/ 2010
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 TENTANG PENYEDIAAN JASA
AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL
TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perluasan layanan akses internet
bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan
keterjangkauan pemerataan layanan sekaligus guna
mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk tujuan peningkatan kecerdasan warga dan
kesgahteraan masyarakat diperlukan penyediaan fasilitas
layanan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat
bergerak (mobile);

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang
Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan
Universal Telekomunikas Internet  Kecamatan belum
mengatur penyediaan fasilitas layanan Pusat Layanan
Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (mobile);
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Mengingat

bahwa bebergpa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Komunikas dan Informatika Nomor:
48/PER/M.KOMINFO/ 11/2009 tentang Penyediaan Jasa
Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universa
Telekomunikas Internet Kecamatan perlu disempurnakan
juga untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan Internet
K ecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikas dan
Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang
Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan
Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan;,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pgjak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikass (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pgak Yang
Bersumber Pada Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
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Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dagrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Presden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungs Kementerian Negara serta
Susunan Organisas, Tugas, dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikas
sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikas dan Informatika Nomor
31/PER/M.KOMINFO/09/2008;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001
Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000
(Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan
Telekomunikasi Nasional sebagamanatelah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 09/PER/ M.KOMINFO/06/2010;
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M enetapkan

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
26/PER/M.KOMINFQO/5/2007 tentang Pengamanan
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol
Internet sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Komunikas dan Informatika Nomor
16/PER/M.KOMINFO/10/2010;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009
tentang Penetapan Balai Telekomunikas dan Informatika
Perdesaan Pada Departemen Komunikas dan Informatika
sebagal Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola
Pengel olaan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Komunikas dan Informatika;

19. Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika Nomor
18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisas dan Tata
Kerja Bala Penyedia dan Pengelola Pembiayaan
Telekomunikas dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 48/PER/M.KOMINFO/11/2008
TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA

WILAY AH PELAYANAN UNIVERSAL
TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN.
Pasal |

Bebergpa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet
pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan diubah
sebagai berikut:

1. Diantara

angka 10 dan angka 11 dalam Pasal 1 disisipkan 2 (dua)

ketentuan baru, yakni angka 10a dan angka 10b, ketentuan angka 11, angka
13 dan angka 14 diubah, dan ditambahkan ketentuan baru yakni angka 15
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagal berikut:
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Telekomunikasi adalah setigp pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setigp informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikas
dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Jasa telekomunikas adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi
kebutuhan bertelekomunikass dengan menggunakan jaringan
Telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikas adalah kegiatan penyediaan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

Penyelenggaraan  jaringan telekomunikasi adalah  kegiatan
penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikas yang
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

Interkoneks adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikas
dari penyelenggaratelekomunikasi yang berbeda.

Protokol Internet (Internet Protocol /IP) adalah nomor identifikas
unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang
terhubung ke jaringan Internet.

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikas (WPUT) Internet
Kecamatan adalah lokas penyediaan jasa akses internet pada
kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan,
daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis,
serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan
Telekomunikasi.

Pusat Layanan Internet Kecamatan, yang selanjutnya disebut PLIK,
adalah pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses
internet di ibu kota kecamatan yang dibiayai melalui dana Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.
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